
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN TUBAN 

Nomor  09                          Tahun 2012                                 Seri  A 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR 17 TAHUN 2012 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 188/172.K/KPTS/013/2012 tentang 
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Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabu-

paten Tuban tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancang-

an Peraturan Bupati Tuban tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun 

Anggaran 2013; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan ke-

pentingan umum dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi;      

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-

maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1950  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Nomor 2730);      

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per-

bendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar-

an Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  

Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab Ke-

uangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lem-

baran Negara  Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe-

merintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua 

kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  sebagai-

mana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4712); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum se-

bagaimana telah diubah dengan Peraturan Peme-

rintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng-

garaan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambah 

an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Peme-

rintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Per-

tanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Tenaga Kependidikan; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2010; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantu-

an Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapat-

an dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012; 

342 



31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Ke-

uangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 

Seri C Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 

1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2011 Seri C Nomor 2); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lem-

baran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C 

Nomor 3); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 

Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 

Seri C Nomor 4); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 

Seri C Nomor 5); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2011 Seri C Nomor 6); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 

Seri C Nomor 7); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di 

Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 

Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah 

kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2011 Seri A Nomor 02); 
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42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 

Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 

Seri C Nomor 01); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 

Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 

2); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 

Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 

3); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 

Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampah 

an/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2012 Seri C Nomor 5); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 

Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau 

Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 6); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 

Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2012 Seri C Nomor 7); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 

Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 

Seri C Nomor 8); 

 

 

BUPATI TUBAN 

 

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN 

NOMOR  188. 45/         /KPTS/414.012/2013 

TENTANG 

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BIDANG PEKERJAAN UMUM KEGIATAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM 

KABUPATEN TUBAN 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

BUPATI TUBAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tuban telah 

mengalokasikan dana hibah Bidang Pekerjaan Umum 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013 bagi masyarakat di Kabupaten 

Tuban; 

  b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada 

huruf a di atas, agar pelaksanaannya sesuai dengan 

rencana dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan 

Penerima Hibah Bidang Pekerjaan Umum Kegiatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Tuban dalam suatu Keputusan Bupati; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008; 

    

        Dengan Persetujuan Bersama   

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN 

dan 

BUPATI TUBAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2013. 
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Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 

sebagai berikut  : 

1. Pendapatan Daerah   Rp.  1.397.078.824.315,92 
2. Belanja Daerah    Rp.  1.517.459.368.315,92 

Surplus/(Defisit)    Rp.    (120.380.544.000,00) 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan    Rp.    124.884.546.657,41  

b. Pengeluaran    Rp.        3.593.965.000,00 

Pembiayaan Neto   Rp.    121.290.581.657,41 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan                 Rp.           910.037.657,41 

Pasal  2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 
terdiri dari :  
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.     185.414.623.174,92 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.     988.243.034.281,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah  

  Yang Sah sejumlah Rp.     223.421.166.860,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a  terdiri dari jenis pendapatan :  
a. Pajak  Daerah  sejumlah Rp.      95.764.781.000,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.      15.795.013.270,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah  

      yang  Dipisahkan sejumlah                Rp.      16.238.932.464,92 

      d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  

  yang sah sejumlah Rp.      57.615.896.440,00  

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis pendapatan :  

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp.      89.669.952.281,00  

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.    849.399.312.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.      49.173.770.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah sejumlah Rp.                              0,00 

b. Dana  Darurat sejumlah Rp.                              0,00 

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.       54.092.997.860,00                     

d. Dana Penyesuaian dan otonomi  

      khusus sejumlah Rp      153.586.279.000,00 

e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau  

      dari Pemerintah Daerah lainnya  

      sejumlah Rp.       15.741.890.000,00                               
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Pasal  3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 

terdiri dari :  

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.      937.796.190.523,00                               

b. Belanja Langsung sejumlah Rp .     579.663.177.792,92 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis belanja :  
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp .      802.655.983.504,50 

b. Belanja Bunga sejumlah Rp .                    910.742,50 

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp .                  0,00 

d. Belanja Hibah sejumlah Rp.         23.680.944.750,00               

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp          13.397.700.000,00 

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp            9.664.131.850,00  

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlahRp.         74.660.791.000,00 

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.         13.735.728.676,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis belanja :  

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.         33.064.063.000,00 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.       237.909.644.730,00 

c. Belanja Modal sejumlah Rp.       308.689.470.062,92 

Pasal  4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 
terdiri dari :  

a. Penerimaan   sejumlah Rp.       124.884.546.657,41 

b. Pengeluaran  sejumlah Rp.           3.593.965.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pembiayaan :  

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya  

      sejumlah Rp.       118.493.343.527,41 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.                                0,00    

c. Hasil penjualan kekayaan daerah  

      yang dipisahkan  sejumlah Rp.                                0,00    

d. Penerimaan pinjaman Daerah  

      sejumlah Rp.                                0,00    

e. Penerimaan kembali pemberian  

      pinjaman sejumlah Rp.           5.592.783.200,00 

f. Penerimaan piutang Daerah  

      sejumlah Rp.              798.419.930,00 
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(3) Pengeluaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pembiayaan :  

a. Pembentukan dana cadangan  

      sejumlah Rp.                                0,00    

b. Penyertaan modal (investasi)  

      pemerintah daerah  sejumlah Rp.           3.578.800.000,00 

c. Pembayaran pokok utang  sejumlah Rp.                15.165.000,00 

d. Pemberian pinjaman Daerah dan  

      obligasi Daerah sejumlah Rp.                                0,00  

e. Pengembalian Kelebihan Setor  

      Penerimaan Sejumlah Rp.                                0,00 

Pasal  5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupa-

kan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran  I Ringkasan APBD ; 

2. Lampiran  II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran  III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

4. Lampiran  IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 

Kegiatan; 

5. Lampiran  V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan 

Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 

6. Lampiran  VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

jabatan; 

7. Lampiran  VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran  VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

9. Lampiran  IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran  X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 

Aset Lainnya; 

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelum-

nya yang belum diselesaikan dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran ini; 

12. Lampiran  XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

13. Lampiran  XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 
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Pasal  6 

(1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang 

terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, 

Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam 

kategori darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup 

tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan 

APBD. 

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat dipediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; 

e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggar-

annya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbul 

kan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan 

masyarakat. 

(3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk : 

a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan 

pada Perubahan APBD; 

b. yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya 

disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Pasal  7 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD. 

Pasal  8 

Peraturan Daerah ini  mulai berlaku  pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per-

aturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban. 
                                                                 

                                                                 Ditetapkan di Tuban 

                                                                 pada tanggal 28 Desember 2012                                                                    

                                                                 BUPATI TUBAN, 

                                                                               ttd. 

                                                                 H. FATHUL HUDA 
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Diundangkan di Tuban 

pada tanggal 28 Desember 2012          

SEKRETARIS  DAERAH, 

                   ttd. 

Drs. HERI SISWORO, M.H 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012   

SERI A NOMOR 09. 
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